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ABSTRACT  

 

Problem Statement/Background (GAP): The implementation of good governance in Indonesia is 

characterized by the realization of quality public services for the community. One of the ways that the 

government has done to improve public services is by encouraging all elements of government to 

continue to innovate in providing services to the community and then described by the launching of 

an integrated service concept through the implementation of Mal Pelayanan Publik as a shortcut in 

realizing excellent service by managing public services. Integrated services of all types in one place. 

Banyumas Regency itself became a pioneer in Central Java for the establishment of a Mal Pelayanan 

Publik. But in its implementation, there are still problems where the use of MPP in Banyumas Regency 

has not been optimal. Purpose: The purpose of this study is to find out and describe how the quality 

of integrated services in the implementation of Mal Pelayanan Publik in Banyumas Regency. Method: 

This study uses a qualitative descriptive type method with an inductive approach.  The data collection 

techniques used are interviews, observations, documentation, and combined/triangulated. Data 

analysis techniques use data analysis in the field model Miles & Huberman, namely data reduction, 

data presentation, and verification or drawing of conclusions. Researchers use criterion-based 

selection in selecting informants. Result: The results obtained by the researchers in this study are that 

integrated services in the implementation of Mal Pelayanan Publik in Banyumas Regency are 

considered to be of sufficient quality but cannot be said to be of high quality, this is because there are 

still some obstacles in the implementation of the implementation of Mal Pelayanan Publik in  

Banyumas Regency. Conclusion: Integrated Services at the Mal Pelayanan Publik in Banyumas 

Regency can be said to be of high quality, it's just that in its implementation there are still  some 

obstacles that cause hampering of services provided to the community. 

Keywords: Public Service, Quality of Service, Mal Pelayanan Publik 

 

ABSTRAK 

 

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di 

Indonesia ditandai dengan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Salah 

satu cara yang telah pemerintah lakukan untuk meningkatkan pelayanan publik yaitu dengan 

mendorong seluruh elemen pemerintahan untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang kemudian dijabarkan dengan dicanangkannya sebuah konsep pelayanan 

terpadu melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai jalan pintas dalam mewujudkan 

pelayanan prima dengan pengelolaan pelayanan publik yang terintegrasi dari segala jenis pelayanan 

dalam satu tempat. Kabupaten Banyumas sendiri menjadi pelopor di Jawa Tengah untuk pendirian 
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Mal Pelayanan Publik. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya  masalah dimana 

penggunaan MPP di Kabupaten Banyumas belum optimal. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kualitas pelayanan terpadu dalam 

penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas. Metode: Penelitian ini 

menggunakan metode jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. 

Teknik analisis data menggunakan analisis data di lapangan model Miles & Huberman yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan verifikasi atau gambaran kesimpulan. Peneliti menggunakan criterion-based 

selection (seleksi berdasarkan kriteria tertentu) dalam memilih informan. Hasil/Temuan: Hasil yang 

diperoleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pelayanan terpadu pada penyelenggaraan Mal Pelayanan 

Publik di Kabupaten Banyumas terbilang sudah cukup berkualitas namun belum bisa dikatakan sangat 

berkualitas, hal ini dikarenakan masih ditemukan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas. Kesimpulan: Pelayanan Terpadu 

pada Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan cukup 

berkualitas, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan 

terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  

Kata kunci: Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, Mal Pelayanan Publik 

 

I. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi 

seluruh hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Terselenggarakannya 

pengelolaan pemerintahan yang baik di Indonesia ditandai dengan terwujudnya pelayanan publik yang 
berkualitas bagi masyarakat. Salah satu cara yang telah pemerintah lakukan untuk meningkatkan 

pelayanan publik yaitu dengan mendorong seluruh elemen pemerintahan untuk terus berinovasi dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini kemudian djabarkan dengan dicanangkannya 

sebuah konsep pelayanan terpadu yang diatur dalam peraturan perundang undangan, diharapkan 

dengan hal tersebut dapat meningkatkan mutu pelayanan yang cepat, praktis, dan terjangkau sesuai 

dengan keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.  

Konsep pelayanan terpadu tersebut kemudian diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai jalan pintas dalam mewujudkan 

pelayanan yang prima dengan pengelolaan pelayanan publik yang terintegrasi seluruh jenis 

pelayanannya pada Mal Pelayanan Publik.  

Mal Pelayanan Publik ialah tempat terjadinya aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas 

barang, jasa dan pelayanan administrasi yang menyatukan sistem pelayanan publik dan merupakan 

perluasan dari fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah baik itu Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD/swasta pada satu tempat dalam rangka 

memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, terjangkau, aman, dan nyaman kepada masyarakat. 

Pemerintah memakai istilah “Mal” dikarenakan rancangan dari Mal itu sendiri yang aman dan nyaman 

serta menyediakan segala kebutuhan yang masyarakat inginkan.  

Sampai bulan Juni 2021, sejumlah 43 Mal Pelayanan Publik sudah dioperasikan di Indonesia. 

Memorandum of Understanding (MoU) Mal Pelayanan Publik Tahun 2021 juga sudah ditandatangani 

oleh KEMENPANRB bersaaman dengan 38 pemda yang tercantum dalam Keputusan Menteri 

PANRB No. 128 Tahun 2021. Pemerintah menghadirkan Mal Pelayanan Publik pertama di Jawa 

Tengah yaitu di Kabupaten Banyumas yang dilaunching pada Januari 2019. 
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Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas ini merupakan program pemerintah yang 

dikendalikan oleh DPMPTSP Kabupaten Banyumas sebagai pengelola operasional dari MPP. Mal 

Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas menjadi pelopor di Jawa Tengah sekaligus MPP kedua yang 

didirikan di Pulau Jawa. Sedangkan secara nasional Mal Pelayanan Publik Banyumas merupakan 

MPP ke-12 yang sudah diresmikan dan mulai berjalan. Dengan adanya MPP ini diharapkan bisa 

menjadi inspirasi bagi kota serta kabupaten lain di Jateng dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Keberadaan MPP ini juga dapat memberikan layanan yang cepat dan terlindungi sehingga 

dapat mencegah tindak korupsi, kolusi hingga pungli. Dibentuknya MPP di Kabupaten Banyumas 

diharapkan menjadi sebuah jawaban terhadap harapan publik tentang kemudahan dan kecepatan 

pelayanan.  

 

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian) 

Peneliti tertarik melakukan penelitian pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas 

dikarenakan pada pelaksanaannya dari Januari 2019 sampai saat ini masih ditemukan adanya 

permasalahan dimana pemanfaatan MPP di Kabupaten Banyumas belum optimal diantaranya yaitu 

masih ditemukan adanya pelayanan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat mulai dari 

kurangnya informasi yang diberikan, sistem antrian yang tidak jelas, serta jenis pelayanan yang belum 

tersedia di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas. 

 

1.3. Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini melibatkan beberapa sumber penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

referensi bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.  

 
NO Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Ratih (2021) Implementasi 

Peraturan Walikota 

Padang Nomor 54 

Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Mal 

Pelayanan Publik 

Untuk 

mendeskripsikan dan 

menganalisis 

implementasi dari 

Peraturan Walikota 

Padang Nomor 54 

Tahun 2018 tentang 

penyelenggaraan Mal 

Pelayanan Publik. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan kualitatif 

dengan tipe deskriptif. 

Pelaksanaannya belum 

berjalan dengan baik 

karena kurangnya sumber 

daya juga sedikitnya 

pemahaman dari 

implementor berkenaan 

dengan kebijakan MPP di 

Kota Padang. Akibat dari 

minimnya rapat 

koordinasi, menyebabkan 

hubungan antar institusi 

kurang berjalan dengan 

baik. Lalu struktur yang 

tidak jelas serta tidak 

adanya Memorandum of 

Understanding (MoU) di 

MPP Kota Padang. 
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2. Nur Aeni 

Rahmatilah, 

Darto Miradhia, 

dan Nunung 

Runiawati 

(2021) 

Efektivitas Program 

Mal Grha Tiyasa 

Sebagai Model 

Pelayanan Publik di 

Kota Bogor  

Untuk mengetahui dan 

menganalisis 

bagaimana efektivitas 

program Mal Grha 

Tiyasa sebagai model 

pelayanan publik di 

Kota Bogor. 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

pendekatan kualitatif 

(qualitative research 

approach). 

Belum efektif karena 

kualitas pelayanannya 

belum maksimal dan 

jumlah target pengunjung 

yang belum tercapai 

diakibatkan karena 

sosialisasi terhadap 

masyarakat yang belum 

merata. Belum 

maksimalnya kualitas dari 

pelayanan ini nampak 

pada sarana dan prasarana 

yang kurang serta masih 

sedikitnya jenis pelayanan 

yang ada menyebabkan 

beberapa pelayanan untuk 

masyarakat tidak bisa 

dilaksanakan pada Mal 

Grha Tiyasa. 

3. Hafiz Kemurata 

An Nawawi 

pada (2020) 

Analisis 

Penyelenggaraan 

Inovasi Pelayanan 

Publik pada Mal 

Pelayanan Publik 

Kota Pekanbaru 

• Untuk mengetahui 

bagaimana 

Penyelenggaraan 

Inovasi dalam 

Pelayanan Publik 

pada Mal Pelayanan 

Publik Kota 

Pekanbaru. 

• Untuk mengetahui 

faktor-faktor 

pendukung 

penyelenggaraan 

inovasi Pelayanan 

Publik pada Mal 

Pelayanan Publik 

Kota Pekanbaru. 

Kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif 

yaitu dengan 

mendeskripsikan hasil 

penelitian dan 

menganalisa sehingga 

diperoleh hasil 

kemudian 

menyimpulkannya. 

Sudah berjalan dengan 

baik, hal itu dapat dilihat 

melalui hasil pelayanan 

yang diterima oleh 

masyarakat, pemanfaatan 

teknologi dengan baik, 

keIengkapan sarana dan 

prasarana dsb. MPP Kota 

Pekanbaru juga mendapat 

dukungan penuh dari 

KEMENPAN-RB dan 

Pemkot Pekanbaru, 

lancarnya faktor 

keuangan, instalasi 

jaringan listrik yang 

bagus serta jaringan 

internet yang cepat. 

Sumber: Dikelola Peneliti, 2021 

 

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah  

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, 

dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait kualitas pelayanan terpadu pada 

penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas menggunakan teori kualitas 

pelayanan dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dengan 5 dimensi yaitu tangible (berwujud), 

reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap),  assurance (jaminan), dan empathy (empati). 

 

1.5. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kualitas pelayanan 

terpadu dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas. 

 

II. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan 
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gabungan/triangulasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data di lapangan Model Miles & 

Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau gambaran kesimpulan. Peneliti 

menggunakan criterion-based selection (seleksi berdasarkan kriteria tertentu) dalam memilih 

informan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1. Kualitas Pelayanan Terpadu pada Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di 

Kabupaten Banyumas 

Kegiatan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kualitas pelayanan terpadu pada penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten 

Banyumas. Dimensi yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kualitas pelayanan terpadu pada 

penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas ini didasarkan pada teori 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) tentang lima dimensi dalam mengukur kualitas pelayanan 

yaitu: Tangible (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance 

(jaminan), Empathy (empati). 

 

3.1.1. Tangible (berwujud) 

Tangible (berwujud) merupakan salah satu sub bagian dari konsep kualitas pelayanan yang 

berupa sarana fisik perkantoran, administrasi, komputerisasi, alat penunjang pelayanan, tempat 

informasi, ruang tunggu, tempat ibadah, kamar mandi, tempat parkir, serta sarana fisik lainnya yang 

dapat menunjang proses pelayanan terpadu pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas. 

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nergara Nomor 63 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, prinsip pelayanan publik adalah “Tersedianya 

sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang termasuk penyediaan sarana 

teknologi telekomunikasi dan informatika”. Adapun yang menjadi indikator dalam bukti langsung ini 

adalah: 

1) Fasilitas fisik (sarana dan prasarana) 

2) Jenis pelayanan yang tersedia 

3) Kemudahan dalam pelayanan 

Dilihat dari dimensi Tangible (berwujud), pelayanan terpadu pada penyelenggaraan Mal 

Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas dapat peneliti katakan cukup baik, karena peneliti masih 

menemukan adanya kekurangan-kekurangan yang ada seperti masih kurang maksimalnya fasilitas 

fisik (sarana dan prasarana) yang tersedia, kemudian jenis pelayanan yang tersedia untuk masyarakat 

juga belum sepenuhnya terpenuhi serta masih ditemukannya prosedur pelayanan yang belum 

terintegrasi menjadi satu. 

 

3.1.2. Reliability (kehandalan) 

Reliability (kehandalan) diartikan sebagai kemampuan dalam memberikan suatu pelayanan 

yang terpercaya, tepat waktu, dan memuaskan. Reliability melibatkan konsistensi kinerja dan 

ketergantungan, yang berarti perusahaan melakukan layanan dengan benar untuk pertama kalinya. 

(Parasuraman dkk, 1985:47). Pelayanan dapat dikatakan handal jika memenuhi indikator sebagai 

berikut:  

1) Komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan 

2) Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya masing-masing 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang terjadi sekarang ini harus diimbangi dengan 

adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas demi terwujudnya pelayanan publik yang sesuai 
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standar yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu pada penyelenggaraan Mal 

Pelayanan Publik ini sumber daya yang dimaksud adalah pegawai dari MPP tersebut. 

Berdasarkan wawancara dan observasi yang sudah dilakukan peneliti, serta data yang telah 

peneliti dapatkan, dilihat dari dimensi reliability (kehandalan) di sini masih belum terpenuhi 2 (dua) 

indikatornya yaitu komitmen pegawai dalam memberikan pelayanannya dimana masih ditemukan 

adanya gerai pelayanan yang belum beroperasi kembali serta masih ditemukan adanya pegawai yang 

penempatannya tidak sesuai dengan kompetensinya masing-masing. 

 

3.1.3. Responsiveness (daya tanggap) 

Responsiveness (daya tanggap) adalah kesanggupan untuk membantu dan menyediakan 

pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keingginan masyarakat sebagai pengguna 

layanan. Parasuraman, dkk (1985:47) berpendapat bahwa responsiveness menyangkut ketersediaan 

atau kesiapan karyawan untuk memberikan pelayanan. Adapun yang menjadi indikator 

responsiveness adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan pelayanan dengan tanggap 

2) Merespon segala keluhan pelanggan 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di atas dan menurut hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti serta data yang ada, dimensi responsiveness (daya tanggap) sudah sangat baik karena pada 

dimensi ini 2 indikator sudah terpenuhi yaitu pegawai segera merespon pelanggan yang datang untuk 

menerima pelayanan yang ada tanpa membuat mereka menunggu lama serta pegawai sudah merespon 

dan menindaklanjuti segala keluhan pelanggan yang terintegrasi pada satu sistem pengaduan. 

 

3.1.4. Assurance (jaminan) 
Assurance (jaminan) menurut Parasuraman, dkk (1988:23) menyangkut pengetahuan dan 

kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan dan keyakinan 

dimana pada dimensi ini cukup terjamin dilihat dari kemampuan pegawai dalam menyampaikan 

kepercayaan dan keyakinan. Adapun yang menjadi indikator dari dimensi assurance yaitu: 

1) Jaminan ketepatan waktu dalam pelayanan 

2) Jaminan kepastian biaya dalam pelayanan 

Ketepatan waktu dan kepastian biaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus 

dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Mal 

Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas sebisa mungkin cepat dan tepat dalam melakukan pelayanan 

terpadu kepada masyarakat. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di atas dan menurut hasil pengamatan peneliti dilihat 

dari dimensi assurance (jaminan) sudah cukup terjamin, hanya saja yang masih menjadi masalah dan 

harus dievaluasi di sini yaitu terkait ketidaktepatan waktu dalam pelayanan, dimana masih terdapat 

ketidaktepatan waktu dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

 

3.1.5. Empathy (empati) 

Empathy (empati) merupakan kepedulian dan perhatian petugas pelayanan dalam menghargai 

dan melayani setiap masyarakat yang akan menerima pelayanan. Seluruh pegawai Mal Pelayanan 

Publik di Kabupaten Banyumas memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal guna 

mencapai kepuasan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988:23), empathy meliputi perhatian 
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secara pribadi yang organisasi sediakan bagi pelanggan. Adapun yang menjadi indikator dalam 

dimensi ini adalah:  

1) Memberikan pelayanan dengan sikap ramah, sopan, dan santun 

2) Tidak diskriminatif dalam melayani pelanggan 
Pelayanan terpadu pada penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dilihat dari dimensi empathy 

(empati) sudah sangat baik. Terbukti dengan sikap pegawai dalam melayani dengan adil, ramah, 

sopan, santun dan mendahului kepentingan pelanggan. Apalagi dengan diterapkannya budaya 5S yang 

membuat citra pelayanan semakin baik di mata masyarakat. Serta pegawai sudah melayani siapa saja 

dengan sikap yang sama tanpa membeda-bedakan serta memilih-milih siapa mereka. 

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pelayanan terpadu penyelenggaraan Mal 

Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas sudah cukup berkualitas, hal ini didasarkan pada 5 dimensi 

yang digunakan oleh peneliti yaitu tangible (berwujud), reliability (kehandalan), responsiveness (daya 

tanggap), assurance (jaminan), serta empathy (empati). Mal Pelayanan Publik di Banyumas hadir 

memberikan “warna baru” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan 

dengan suatu konsep pelayanan terpadu pada satu tempat/gedung di mana di dalamnya terdapat 

berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Banyumas dalam satu tempat saja, 

sehingga masyarakat tidak perlu kesana kemari untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya. 

Walaupun dalam pelaksaannya belum berjalan dengan sangat maksimal dikarenakan satu dan lain hal, 

namun di sini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas 

selaku koordinator dari Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas sudah mencoba untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Banyumas. 

 

IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan kegiatan penelitian dan pengambilan data yang telah dilakukan oleh peneliti 

untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Terpadu pada Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di 

Kabupaten Banyumas dari indikator pada masing-masing dimensi, maka peneliti dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

Pada dimensi pertama yaitu tangible (berwujud) dapat dikatakan cukup baik karena peneliti 

masih menemukan adanya kekurangan-kekurangan yang ada seperti masih kurang maksimalnya 

fasilitas fisik (sarpras) yang tersedia, kemudian jenis pelayanan yang tersedia untuk masyarakat juga 

belum sepenuhnya terpenuhi serta masih ditemukannya prosedur pelayanan yang belum terintegrasi 

menjadi satu. Kemudian pada dimensi yang kedua yaitu reliability (kehandalan), masih belum 

terpenuhi 2 (dua) indikatornya yaitu komitmen pegawai dalam memberikan pelayanannya dimana 

masih ditemukan adanya gerai pelayanan yang belum beroperasi kembali serta masih ditemukan 

adanya pegawai yang penempatannya tidak sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kemudian 

pada dimensi responsiveness (daya tanggap) sudah sangat baik karena pada dimensi ini 2 indikator 

sudah terpenuhi yaitu pegawai segera merespon pelanggan yang datang untuk menerima pelayanan 

yang ada tanpa membuat mereka menunggu lama serta pegawai sudah merespon dan menindaklanjuti 

segala keluhan pelanggan yang terintegrasi pada satu sistem pengaduan. Lalu yang keempat yakni 

assurance (jaminan) dimana pada dimensi ini sudah cukup terjamin, hanya saja yang masih menjadi 

masalah dan harus dievaluasi di sini yaitu terkait ketepatan waktu dalam pelayanan, dimana masih 

terdapat ketidaktepatan waktu dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir 
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yaitu empathy (empati) ini sudah sangat baik terbukti dengan sikap pegawai dalam melayani dengan 

adil, ramah, sopan, santun dan mendahului kepentingan pelanggan. Apalagi dengan diterapkannya 

budaya 5S yang membuat citra pelayanan semakin baik di mata masyarakat. Serta pegawai sudah 

melayani siapa saja dengan sikap yang sama tanpa membeda-bedakan serta memilih-milih siapa 

mereka. 

Sehingga berdasarkan kelima dimensi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Pelayanan 

Terpadu pada Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan sudah 

cukup berkualitas, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang 

menyebabkan terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

 

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya 

penelitian.  

 

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, 

oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa 

ataupun untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.  
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